
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR   9  TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 
 

Menimbang  : a.  bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 
2006, untuk itu perlu melakukan penyesuaian besaran Tarif Retribusi Izin Usaha 
Jasa Konstruksi ; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa 
Konstruksi. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048) ;  

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ; 

 
6. Undang-Undang…………… 

SALINAN  
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   
Nomor   53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang 
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004   Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) ;   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan 
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3935) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737) ; 

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang 
Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 11) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Hari Nomor 30 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2004 Nomor 3); 

 

 
17. Peraturan…………. 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2006 Nomor 5) ; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
dan 

BUPATI BATANG HARI 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR  29 TAHUN 2001 
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  KONSTRUKSI  

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 
Nomor 29), diubah sebagai berikut : 

1. BAB I Pasal 1 ditambah angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
12. Uang Leges adalah pungutan sah Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi. 

13. Usaha Besar adalah usaha dengan nilai pengadaan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 
keatas. 

14. Usaha Menengah adalah usaha dengan nilai pengadaan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). 

15. Usaha Kecil adalah usaha dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah). 

 
2. BAB VII Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 8 

(1) Besarnya tarif retribusi untuk setiap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut: 
a. Usaha Besar  ……………………………………………. Rp. 1. 250.000,- 

b. Usaha Menengah  ………………………………………… Rp.     750.000,- 
c. Usaha Kecil ………………………………………………. Rp.     350.000,- 

(2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Batang Hari. 

 

 

Pasal  II……………. 
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Pasal  II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. 

 

Ditetapkan di Muara Bulian 
pada tanggal   16 April 2008 

 BUPATI  BATANG HARI, 

  
                 ttd 
 SYAHIRSAH. SY  

 
Diundangkan di Muara Bulian  

pada tanggal 16 April 2008       
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,    

 
              ttd 

                           SALIM JUFRI 
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

TAHUN  2008  NOMOR  9 

 
 
 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 

 
FARIZAL, SH., MH. 

NIP. 19691019 199512 1 001 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR   9   TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
I.  UMUM 

Dalam rangka mengupayakan tata tertib kegiatan Jasa Konstruksi dalam Kabupaten 
Batang Hari, perlu diambil langkah kebijaksanaan dalam arti membentuk suatu Peraturan 
Perundang-undangan yang bersifat universal yang disesuaikan dengan Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 
2006, sehingga dengan demikian disamping terlaksananya peningkatan tata tertib di bidang Izin 
Usaha Jasa Konstruksi sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan otonomi luas, nyata dan bertanggung 
jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang 
didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan 
prasyarat dalam sistim Pemerintahan Daerah. 

Sumber pendanaan menggali sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain 
adalah pungutan atas Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Penetapan  Peraturan Daerah ini 
agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan sendiri yang semakin 
meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan 
Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal   I   

 Cukup Jelas 
 

Pasal   II  
 Cukup Jelas 

 


